ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN

DAERAH PADA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI

SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2009-2014

AN
'\@'

RADEN FATAH
PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik

Program Studi llmu Politik

OLEH:
SEGRI DESIANA

NIM:1627020117

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

1441 H/ 2020 M



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQOSYAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami
berpendapat bahwa skripsi saudari Segri Desiana dengan NIM. 16270201 17 yang
berjudul Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada Kabupe;ten

Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014 sudah dapat
diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN

Raden Fatah Palembang.

Palembang, 18 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Vita Justisia

s .+ M.Kn

P. 197109132000031003 NIDN. 2014056902



PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Segri Desiana

NIM : 1627020117

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : Analisis Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode
Tahun 2009-2014

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Poitik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020

Tempat :‘Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan [Imu Politik

UIN Raden Fatah.
Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata I (S1) pada Jurusuan Ilmu Politik.

TIM PENGUJI
SEKRETARIS,

PE Iy,
7
. AhmaMd SyuRTT,M.Si ttaAzzuhri, M.Si
NIP. 197705252005011014

NIDN. 2016028804



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Segri Desiana

Nim 11627020117

Tempat/Tgl Lahit  : Tanjung Atap, 16 Desember 1997

Jurusan : [lmu Politik

Judul Skripsi :Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Pada

DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
PeriodeTahun 2009-2014
Menyatakan dengan kesungguhannya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang
disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah
merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya
dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.

2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila

kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut

di atas, maka saya bersedia menerima sangsi akademis berupa pembatalan gelar
akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 18 Februari 2020




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT selalu mempunyai cara untuk membantu umatnya menyelesaikan

setiap masalah, jadi jangan pernah jauh-jauh dari Allah SWT”

Dengan segala ucapan Alhamdulillahirabbil ‘alamin dan sujud syukurku kepada
Allah SWT, dan Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mahruf dan Ibu Ismailah yang telah
membesarkan ku dengan suka cita dan dengan pengorbanan doa yang
setiap detik kuterima, kalian adalah jantungku, entah kehidupan yang
bagaimana jika aku tanpa kalian, semoga setiap usaha, keringat, dan doa
kalian, semoga kelak Allah SWT membalas setiap jerih paya kalian.

2. Kakak ku tercinta Al FarukMaturidi, Fatur Rahman, Sopian Hadi berserta
Istrinya Sri Narti dan Fatimah tak lupa keponakan ku Dwi
ShevanaWulandari, Al AffanMaturidi dan Al FatihAr Rahman

3. Keluarga besarku H. Sofuan dan Aminah, Mansyur dan Hadiah yang
salalu mendukungku

4. Orang tua keduaku Baba Kholidi dan Mama Dewi Yeti berserta adik-adik
tercintaku Melly Thania Widita, Fadiya Izzatul Jannah, Rindang Annisa
Putrid an Muhammad Izkan Samudra yang telah memberiku semangat

5. Dosen-dosen yang telah membantu dan memberikan ilmu

6. Sahabat-sahabatku tercinta

7. Almamaterku



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatan kepada Allah SWT, karena atas
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014”,
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Tak lupa pula, penulis Kirimkan
salam dan sholawat kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW,
beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya.

Skripsi ini pula disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Ilmu Politik pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, terutama
kedua orang tua Bapakku Mahruf dan Ibuku Ismailah yang telah berjasa, dengan
keikhlasan hatinya senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang yang tak
pernah habisnya, membimbing, memberikan pendidikan dan arahan untuk tetap
selalu semangat hidup dan terus melangkah.

Sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral
maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan
skripsi ini hingga selesai, kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden

Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. I1zomiddin, M.A selaku Dekan Fakultas IImu Sosial

dan llmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Vi



Bapak Dr. Ahmad Syukri, M.Si selaku Kepala Program Studi IImu
Politik, dan penasehat akademik yang telah memberikan motivasi serta
bimbingan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Taufik Akhyar, M.Si selaku pembimbing | yang telah banyak
meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, saran, dan
motivasi dalam meyelesaikan skripsi ini.

Ibu VitaJustisia, MH., M.Kn selaku pembimbing Il yang telah banyak
memberi semangat, motivasi dan arahan dan sudah bersediah
meluangkan waktunya untuk bimbingan menyelesaikan skripsi ini.
Dosen-dosen Prodi Ilmu Politik yang tak bisa peneliti sebutkan satu
persatu yang sudah memberikan semangat serta nasihat dalam
penyelesaian skripsi ini.

KPU Kabupaten Ogan Ilir dan Kantor DPRD Kabupaten Ogan llir yang
telah bersedia mebantu memberikan informasi untuk penelitian Skripsi
ini.

. Para Sepupu tercintaku terkhusus yang selalu menemani ku Intan
ShafaRahmadini, Ambar Sari, Titi Najwa dan NurzimaDamsik

Dosen dan Partner diskusi sekaligus dosen terbaikku Chairunnisah Putri
Ayu Ningsih, S.Kom.l.,M.l.LKom Rukmini. S.Pd dan Joni Iskandar,
S.Sos yang selalu jadi teman untuk bertanya, memberi masukan dan
nasehat serta semangat yang luar biasa yang saya pun bingung cara

mengucapkan terima kasihnya

vii



10. Sahabat seperjuangan Sutri Anggraini, Wendi Afriza Risdiana, Roza
Cahyani Agustina, Vina Indahsari, Dwi Fitriani dan Eka Fitriana

11. Sahabat seperjuangan dari pertama masuk MTS, SMA dan Kuliah
DeliaZzahara, M Syafari, Wildan Fitra untuk kalian semoga segera
menyusul

12. Yang selalu setia berada disamping Syahrial Terima Kasih atas
semuanya

13. Teman-teman Kosan Akas yang menemani Bergadang Puja Ayu Seftika,
Maya Afrika Sari, Miftahul Jannah, Neni Astuti, Hayatul Husna,
Muhammad Igbal, Gunadi yang mengisi hari-hari dan menjadi tetangga
yang baik.

14. Kakak serta Fatner Ahmad Syarif, S.Sos yang membantu dari awal
sampai akhir dari skripsi ini Terima Kasih banyak atas semuanya
semoga Allah SWT akan membalas semuanya

15. Teman-teman seperjuangan limu Politik D dan semua angkatan 2016.

Pada akhirnya penulis hanya berharap semoga Allah SWT akan membalas

semua jasa-jasa yang telah mereka diberikan kepada penulis dengan limpahan

pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis

Segri Desiana
NIM. 162702011

viii



DAFTAR ISI

HAIAMAN JUUL ... [
Halaman Nota Persetujuan PeEmBImMDING ........cccooveiiiiieic e ii
Halaman PENQGESANEAN ............coviiiiieiie e ere s ii
Halaman Pernyataan..............cccueciiieiieie ettt re e sneenre s iv
Halaman Moto dan Persembanan ............cocoiiieiiiiineie s Y
Kata PENQANTAT .......cciiiiieii ettt e e s e aeeeesra e beebeaneenre s Vi
DIAFLAT 1ST ...ttt viii
DAftar TADEI ... X
Daftar BAgAN .......cvoiieiiieic ettt e eenae e e are s Xi
DAftar GaAMDAT ..o Xii
AADSTIAK ...t Xiii
BAB | PENDAHULUAN ...t 1
A. Latar Belakang Masalah.............ccccooveiiiiiiicicccceee e 1
B. Batasan Masalah .............ccooiiiiiiiiie e 6
C. RUMUSAN MaSaIAN ..o 7
D. TUuJuan PenEIItIAN .........ccouieiiiiiie ettt 7
E. Kegunaan Penelitian...........cccooiieiiiiiie it 7
F. TiNJauan PUSTAKA ...........cooiiiiecie e 8
G. KerangKa TOOM...uueivieiieiii ettt sb et e e 14
a. Teori Perwakilan POITIK ..........cccooiiiiiiiii e 14



H. Metodelogi PENEITIAN ........cccveiieiieiecc e 18

1. Pendekatan/metode penelitian............ccccooviieiiiiisie s 19

2. Data dan SUMDEr data ..........cccoviiiiiiiiiecee e 19

3. Teknik pengumpulan data..........cccccveveiiieiiieieie e 20

@) ODSEIVASI ..vivieiicie ittt nre e 20

D) WAWANCAIA ....cveeveeieiiie ettt ettt reeste e nne s 20

C) DOKUMENTAST ..oviiviiieicie e 21

4, Teknik analisis data.........cccoovririeiiiiiiieiee s 21

I.  Sistematika Penulisan Laporan ............ccccevveiieiieieeie i 22
BAB Il GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. ..o 24
A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Hir ..........ccccooveiiiiiiiiiccieseecece e 24
1. Luas dan batas wilayah administrasi...........ccccceeveivieieere s 24

2. Letak dan kondisi geografis .........ccccocevvieiiiiiiiiece e 25

3. Gambaran umum demografiS...........ccceveiiieiiiie i 26

B. Visi Misi Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.................c.cc.o...... 27

C. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Ogan llir Provinsi Sumatera Selatan ... 29

a) Kedudukan pemerintah Kabupaten Ogan Hir ...........ccccovveviiiincineenne, 30
b) DPRD Kabupaten Ogan Hir .........cccooveiiieiiiiiicce e 32
¢) Fungsi DPRD Kabupaten Ogan Hir ........ccccccoevviiiiiin e 41
d) Struktur DPRD Kabupaten Ogan Hir..........ccccoevviiiiiin e, 43



BAB 111 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 51
A. Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun
2000-2014 ... e 51
B. Faktor-Faktor Peluang dan Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi

Pengawasan Pembangunan Daerah DPRD Kabupaten Ogan llir

Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014..........ooocoooeevieeeeeeeeenn, 71

BAB TV PENUTUP ..ottt e e e e e, 76
AL KESIMPUIAN L.t ne s 76

TR T: 11 PP 77
DAFTAR PUS T AK A e et e e, 79
LAMPIRAN ..ottt e e ettt e e e e e e e, 83

Xi



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskrifsikan tentang
analisis pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014. Pengawasan dalam
pembangunan daerah ini sangatlah diperlukan karena dengan pengawasan yang
dilakukan diharapkan bisa meminimalisir kecurangan dalam pembangunan,
karena hal ini merupakan tangung jawab pemerintahan yang menampung aspirasi
masyrakat dalam langkah untuk maju dan membangun daerah ini agar lebih baik,

dan salah satunya melalui pembangunan inilah bisa mewujudkan harapan rakyat.

Permesalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana analisis
pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera
Selatan periode tahun 2009-2014 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi peluang

dan kendala yang dihadapi DPRD.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan
untuk memberikan gambaran dan paparan atas objek yang diteliti.Penelitian ini
memberikan gambaran penjabaran suatu objek yang diteliti berdasarkan
karateristik yang dimiliki yang nantinya langsung turun dilapangan untuk

penelitian ini.

Hasil penelitian ini Analisis fungsi pengawasan pembangunan daerah pada
DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014,

telah berhasil, DPRD telah menyampaikan aspirasi dari rakyat dalam

xii



melaksanakan  pengawasan pembangunan daerah. Fungsi pengawasan
pembangunan daerah ini untuk mengontrol pelaksanakan pembangunan DPRD
Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal pembangunan ini adalah ujung tombak dalam
mengembangkan daerah, dan bentuk dari pemerintahan daerah dalam menyikapi
aspirasi masyarakat. Kiranya terdapat faktor-faktor peluang dan faktor-faktor
pendukung dimanadiantaranya adalah: Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya,
Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi. Dengan adanya pembangunan sumber
daya manusia akan menaik, Sosial budaya menjadi salah satu aspek yang penting
karena dengan adanya budaya gotong royong, Sarana prasarana dalam daerah
merupakan kewajiban yang sangat penting karena dengan adanya kelengkapan

bisa muda memberikan kemudahan bagi semua orang.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pembangunan Daerah, DPRD

xiii



ABSTRACT

This study aims to determine and describe the analysis of regional
development supervision in the Ogan Ilir District Parliament in South Sumatra
Province for the period 2009-2014. Supervision in the development of this region
IS very necessary because with the supervision conducted is expected to minimize
fraud in development, because this is the responsibility of the government that
accommodates the people's aspirations in moving forward and developing this
region to be better, and one of them through this development can realize people's
expectations.

The problem in this study is how the analysis of regional development
supervision in the Ogan Ilir Regency DPRD in the period of 2009-2014 and what
factors are opportunities and obstacles faced by the DPRD.

This research is a descriptive qualitative research conducted to provide an
overview and exposure of the object under study. This research provides a
description of the description of an object that is studied based on the
characteristics that are owned which will go straight down to the field for this
research.

The results of this study The analysis of the function of regional
development oversight in the Ogan Ilir District Parliament of the South Sumatra
Province in the period 2009-2014, has been successful, the Regional Parliament
has expressed the aspirations of the people in carrying out regional development
supervision. The function of regional development oversight is to control the
implementation of the development of the Ogan Ilir District Parliament, in the
case of this development being the spearhead in developing the region, and the
form of regional government in responding to the aspirations of the people.
Presumably there are opportunity factors and supporting factors where they are:
Human Resources, Social Culture, Facilities and Infrastructure, Data and
Information. With the development of human resources going up, social culture
becomes one of the important aspects because with the existence of mutual
cooperation, infrastructure in the regions is a very important obligation because
with the completeness, young people can make things easier for everyone.

Keywords: Supervision Function, Regional Development, DPRD
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari
beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga didalam
menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat,
karena kebanyakan pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah
sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka
Indonesia membaginya atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi di
bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan
Kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan
pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang.*

Negara Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada
setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
(medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
sertaa masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.?

! Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, (Jakarta: Seketaris Jendral dan Kepanitreaan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 13

2 Haw. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Perkasa, 2005), h. 37



Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang anggotanya
mayoritas dewasa dari suatu komunitas politik dan ikut berpartisipasi atas
dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya
mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu (A
system of govermment in wich the majority of the grown members of a
political community participate through a method of representation which
secures that the government is ultimately responsible for its action to that
majority), atau dengan kata lain, Negara demokrasi didasari oleh sistem
perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.®

Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat para anggotanya
langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum berdasarkan adil,
jujur, rahasia, umum dan bebas, pada pemilihan umum 9 April 2009,
menurut Undang —Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD, para anggota DPRD dipilih dari 77 (tujuh
puluh tujuh) daerah pemilihan. Sedangkan DPD dipilih secara langsung
oleh rakyat di 33 Provinsi di Indonesia, dimana setiap Provinsi masing-
masing satu dapil dipilih sebanyak 4 orang.*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan parlemen
lokal di Indonesia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) sendiri berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat

¥ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama. 2008) h. 317

* M. Djadijono Efriza, Wakil Rakyat Tidak Merakyat ( Bandung : CV Alfabeta,
2011),h.1



daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memiliki
fungsi pembentukan Peraturan daerah (Legislasi), anggaran dan
pengawasan.’

Artinya dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut
DPRD menyaring aspirasi masyarakat sebagaimana yang ada pada
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian
dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah, yang
memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah (Legislasi), anggaran dan
pengawasan, dan untuk menjalankan fungsi tersebut anggota DPRD itu
sendiri dituntut untuk mampu berhubungan dengan masyarakat secara
berkesinambungan. Selain itu DPRD memiliki tugas sebagai berikut
diantaranya:

Membentuk dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan
Kepala Daerah, mengontrol berjalannya setiap pelaksanaan Peraturan
Daerah dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan yang ada didaerah, dan kerjasama Internasional di daerah.

Tujuan lainnya untuk menyampaikan pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden

melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri

> DPRD Kabupaten, Fungsi dan Tugas DPRD Kabupaten Ogan Ilir Diakses di
http://dprd-oganilir pada tanggal 5 september 2019



Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kab/Kota serta memilih
wakil kepala daerah jika terjadi suatu kekosongan jabatan wakil kepala
daerah, dan menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasioan daerah. Membentuk
panitia pengawasan pemilihan kepala daerah. Serta melakukan
pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Memberikan
persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dengan pihak yang
berkaitan yang membebani masyarakat daerah.®

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
mempunyai fungsi atau kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik,
yang secara umum terdapat tiga fungsi utama pada lembaga legislatif
tersebut, yaitu Fungsi Legislasi yaitu fungsi pembuat peraturan, Fungsi
Anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan
terakhir Fungsi Kontrol (Pengawasan) yaitu kewenangan mengontrol
pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan
pemerintah.

Dalam pembangunan wilayah daerah pemilihan V Kecamatan
Tanjung Batu Kab. Ogan llir Sumatera Selatan pada saat ini, telah sampai
pada periode hasil pembangunan pada tahun 2009-2014, dimana dalam
pembangunan yang masih belum menyeluruh, peran DPRD Kabupaten

Ogan llir Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsinya yaitu:

® ibid.



fungsi legislasi menetapkan peraturan daerah  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya dalam fungsi anggaran
adalah kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dimana
digunakan sebagai kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat
kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan terakhir fungsi pengawasan
yaitu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh
pihak eksekutif, dimana didalam konteks pembangunan pihak eksekutif
untuk selalu mengontrol atau mengawasi untuk mencegah terjadinya
penyimpanan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN
maupun dari daerah, hal ini agar tidak terjadinya suatu penyimpangan
anggaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut.

Dalam kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh
eksekutif diajukan ke DPRD untuk nantinya dibahas secara mendalam
serta disetujui/tidak disetujui dengan alasan yang tepat, seperti
pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah daerah pemilihan IV
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang
pada saat ini telah sampai pada periode hasil pembangunan pada tahun
2009-2014, pembangunan Yyang terbilang hampir maksimal dan
menyeluruh ke daerah. Dalam fungsi kontrol (Pengawasan) adalah
wewenang Dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Perda dan peraturan perundangan lainnya serta mengawasi jalannya



pelaksanaan APBD dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan daerah, serta kerjasama internasional didaerah.’

Artinya pelaksanaan pembangunan di daerah dapat diartikan
sebagai usaha dalam pertumbuhaan dan perkembangan daerah tersebut,
dimana daerah tersebut bentuk sarana dan prasarana yang masih banyak
persoalan seperti pembangunan jalan setapak, perbaikan jalan rusak dan
pembuatan selokan atau penyaluran air dan perbaikan rumah sekolah.
Perkembangan daerah sangatlah bergantung pada partisipasi masyarakat
yang harus ikut serta aktif dalam program pemerintah, dan sebaliknya ini
merupakan tangung jawab pemerintah sebagai wakil rakyat yang
menerima dan menampung aspirasi masyrakat dalam langkah maju untuk
membangun bangsa ini agar lebih baik, dan melalui wakil rakyat inilah
bisa mewujudkan harapan rakyat.

Berdasarkan pada pembahasan diatas peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Analisis Fungsi Pengawasan
Pembangunan Daerah Pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.

B. Batasan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah, penelitian ini membatasi
masalah pada fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD di

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

’ Dadang Solihin, Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
diakases di http://dadang-solihin.blogspot.co.id dan http://SlideShare.net pada tanggal 28
September 2019



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014?

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi peluang dan kendala dalam
pelaksanakan fungsi pengawasan pembangunan daerah DPRD Kabupaten
Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari analisis fungsi
pengawasan pembagunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan |llir
Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor peluang dan kendala apa saja yang
dihadapi saat melakukan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten
Ogan llir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu menambah wawasan dan
pengetahuan bagi peneliti, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan
masukan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat mengenai fungsi

pengawasan pembangunan daerah pada DPRD.



2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah
pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa-mahasiswa dimasa
yang akan datang. Dan sebagai bahan masukkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan llir agar lebih meningkatkan fungsinya dalam tata
pembangunan daerah baik dari fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun
fungsi kontrol (pengawasan) agar bisa sesuai dengan porsinya dan tidak terjadi

penyimpangan-penyimpangan dalam mengelolahnya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan, penulis menemukan sumber-
sumber yang dilakukan oleh penulis mengenai analisi fungsi pengawasan
pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan periode tahun 2009-2014.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh AG. Sutriyanto Hadi
dengan judul Tesis Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-
2004 Fokus dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD Jawa Tengah
periode 1999-2004. Ada persoalan yang sangat mendasar dalam kinerja
DPRD 10 ini. Di era Otonomi daerah DPRD sebagai Lembaga Legislatif
Daerah diharapkan dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya yaitu melakukan tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan. Sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dengan baik dan



optimal, mestinya DPRD dapat menjadi pilar bagi tegaknya demokrasi dan
pemerintahan yang baik di Tingkat lokal dan daerah.

Dalam kenyataanya kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-
2004 belum sesuai dengan harapan. Kinerja yang baik tentunya harus
memenuhi indikator kinerja yang ideal. Untuk menganalisis kinerja DPRD
Jawa Tengah periode 1999-2004 digunakan kerangka teori kinerja yang
dikemukakan oleh Agus Dwiyanto menyangkut akuntabilitas,
produktivitas, dan responsivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2002 tidak akuntabel. DPRD
Jawa Tengah ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam
fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan gagal
memenuhi prinsip akuntabilitas.

Tingkat produktivitas DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004
rendah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Perda yang
dihasilkan maupun keputusan yang ditetapkan kurang berorientasi kepada
kepentingan publik. Tingkat responsivitas DPRD Jawa Tengah Periode
1999-2004 sangat rendah. DPRD Jawa Tengah tidak responsif terhadap
kepentingan publik. Kepentingan publik yang seharusnya diutamakan
dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang ditenggelamkan oleh
kepentingan pribadi, kelompok 11 atau partainya. DPRD Jawa Tengah

periode 1999-2004 tidak dapat memenuhi prinsip trasparansi. DPRD Jawa



Tengah tidak transparan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
utamanya dalam menjalankan fungsi anggaran.®

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chomzah tahun 2002
(Pascasarjana UGM) dengan judul tesis : Analisa Kinerja DPRD Dalam
Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah)Hasil
penelitiannya mengungkapkan bahwa DPRD Propinsi Jawa Tengah pada
waktu itu belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas,
dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat
dilihat dari indikator fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan
anggaran. Faktor yang mempengaruhi rendahnya Kkinerja tersebut adalah
faktor pengalaman dalam berpolitik dan faktor validasi serta rendahnya
data/informasi yang ada. Peningkatan kinerja DPRD Propinsi Jawa
Tengah perlu dilakukan dengan menempatkan kader-kader terbaik yang
memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk duduk dalam
lembaga legislatif.

Pembentukan pusat pelayanan terpadu sehingga memungkinkan
Anggota dewan mudah mendapatkan data/informasi yang akurat dan
berkualitas serta pembentukan Badan Kehormatan untuk menindak
anggota dewan yang melakukan kegiatan diluar tugasnya sebagai anggota
dewan. Anggota dewan harus menjadi contoh dan memperjuangkan
aspirasi masyarakat luas yang memilihnya, sehingga daerah yang

diwakilinya akan lebih maju. Hal ini dapat diwujudkan melalui Kinerja

8AG. Sutriyanto Hadi, Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004,
http://uin-alauddin.ac.id Diakses pada tanggal 8 september 2019

10



anggota dewan yang berupaya mewujudkan apa yang diharapkan oleh
masyarakat luas terutama masyarakat pemilihnya.’

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Prima Yunas dengan
judul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010.” Fungsi legislasi adalah
suatu proses untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan para pihak
pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana
pembangunan didaerah akan dilaksanakan, oleh karen itu fungsi ini bisa
mempengaruhi karakter daerah melalui peraturan daerah sebagai
produknya. Disamping itu sebagai produk hukum daeraah, maka peraturan
daeraah ini merupakan komitmen bersama dengan para pihak pemangku
kepentingan daeraah yang mempunyai kepentingan paksa (coercive).
Fungsi legislasi daalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk
mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah dimaksudkan
untuk bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.’®

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Prima Yunas
dengan judul skripsi Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010 Fungsi

legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan

% Siti Chomzah, Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD
Propinsi Jawa Tengah). http//:et.repository.ugm.ac.id Diakses pada tanggal 2 Februari 2020

9Rizky Prima Yunas, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010. http://uin-suka.ac.id Diakses pada tanggal 8
september 2019
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para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan
bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu
fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profit daerah melalui
peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk
hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para
pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa
(coercive). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah
dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam
penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,
yang menghasilkan 43 perda, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif
DPRD, dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang
berasal dari inisiatif DPRD, semua perda berasal dari inisiatif pemerintah
daerah. Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah
tahun 2010-2013 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan
dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah,
anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda

sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya
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keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga
kurangnya data yang di dapatkan.**

Kelima, Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) selama ini dianggap
belum dapat menampilkan citra yang memuaskan sebagai wakil rakyat.
Dalam melaksanakan tugasnya, ada tiga fungsi utama yang diemban badan
legislatif ini yaitu fungsi representasi, fungsi legislasi dan fungsi kontrol.
Sorotan paling tajam adalah lemahnya lembaga ini dalam; melaksanakan
fungsi legislasinya (pembuat peraturan). Banyak faktor yang dapat
dikemukakan sehubungan dengan "lemahnya" lembaga legislatif dalam
melaksanakan fungsi legislasinya, mulai dari peraturan tata tertib yang
tidak mendukung, kurang informasi/data, tidak memiliki tenaga ahli,
sarana dan prasarana yang kurang memadai sampai dengan mekanisme
rekruitmen anggota dewan. Bagi lembaga legislatif daerah (DPRD),
kendala utama yang dihadapi berpangkal dari UU No.5 tahun 1974 yang
tidak memberikan bobot kekuasaan yang memadai kepada DPRD.

Kedudukan DPRD yang tidak semata-mata sebagai wakil rakyat
tetapi juga, sebagai unsur Pemerintah Daerah bersama-sama Kepala
Daerah, menyebabkan DPRD harus "membina" posisinya dengan pihak
eksekutif. Diberlakukannya peran ganda dalam diri Kepala Daerah yang
juga Kepala Wilayah, membuat DPRD kurang leluasa memainkan
perannya sebagai legislator dalam merumuskan peraturan daerah. Selain

itu, melalui anggota DPR yang belum memadai, menyulitkannya dalam

1 Risky Prima Yunas, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010. Https://e-journal.uaj.ac.id diakses pada tanggal
02 februari 2020
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proses "tawar-menawar” dengan kondisi bargaining power yang lebih
besar pada pihak eksekutif.*?
G. Kerangka Teori
Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi
untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara
merumuskan hubungan antara konsep.** Maka dalam hal ini landasan teori
ini seharusnya menjadi suatu bagian yang paling penting karena untuk
menganalisis tentang analisis fungsi pengawasan pembangunan daerah
pada DPRD Kabupaten Ogan llir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun
2009-2014.
Berdasarkan judul penelitian yang diatas maka penelitian ini akan
menggunakan kerangka teori yang terkait dengan judul penelitian yaitu:
1. Teori Perwakilan Politik
a. Sejarah Sistem Perwakilan
Sejarah perwakilan telah mulai di perbincangkan dalam
kehidupan non-politik sejak yunani kuno, namun pembahasan dalam
bentuk konsep telah dimulai pada awal abad ke 14. Thomas Hobbes
pada tahun 1965 menerbitkan Leviathan untuk membahas masalah
perwakilan politik secara filosofis dan pada abad ke 18 studi yang

berpengaruh sampai dewasa ini diantaranya antara lain karena teori

“ Lela Satlita, pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

https://scholar.google.co.id diakses pada tanggal 09 september 2019
3prof. Dr. Husaini Usman, et al. (2011). Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Pt Bumi
Aksara JI. Sawo Raya No. 18 Cet, Ke-4, h. 41
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kemandirian wakil yang di kemukakan oleh Edmun Burkee tahun
1779.M

Tidak mudah untuk mendefinisikan kata perwakilan, karena
kata ini merupakan bentuk dari kata wakil, sesungguhnya mempunyai
makna yang sangat jelas. Wakil adalah satu pihak yang bertindak
untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut
disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, kata wakil menjadi lebih
abstrak ketika mendapatkan imbuhan peran. Kalau kita lihat
penerapannya dalam dewan perwakilan rakyat, tampaknya kata
perwakilan memiliki arti yang hampir sama walaupun ada
perbedaannya.’

Kesamaannya antara lain bahwa satu pihak bertindak atas nama
pihak lain, sedangkan perbedaannya adalah perwakilan bersifat jamak
atau plural, da nada kesan hubungan antara kedua pihak dan tidak
sekuat dalam kata wakil, perwakilan sering disebut sebagai hubungan
antara dua orang lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang
terwakil.*®

Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak,

yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memgang kewenangan

¥ Noer, Deliar, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (bandung, 1999), cet. IV
15 H
Ibid,
18 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung: Alumni, 2004), cet. Pertama, h. 96
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untuk melakukan sebagai tindakan yang berkenaan dengan
kesepaakatan yang dibuatnya dengan terwakil '’

Teori perwakilan merupakan mekanisme hubungan antara
penguasa dan rakyat. Dalam negara yang menggunakan sistem politik
demokrasi modern, demokrasi representatif merupakan sistem politik
yang berbeda dengan kerangka kerja demokrasi langsung. Duduknya
seseorang di suau Lembaga Perwakilan baik karena pengangkatan atau
penuntukkan maupun melalui pemilihan umum, maka dengan
sendirinya mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan
yang diwakili, sehingga hubungan antara wakil dengan yang
diwakilnya tidak lepas dengan teori sebagai berikut:

1.1 Teori Mandat
Seorang wakil dianggap duduk di lembaga Perwakilan
karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
Yang memberikan teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat
oleh Petion. Teori mandat ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok
pendapat yaitu :

a. Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seorang
wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus
sesuai dengan perintah (intruksi) yang diberikan oleh
yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak di luar

perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau

" 1bid,
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masalah/persoalan baru yang tidak terdapat dalam
perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat
perintah baru dari yang diwakilinya. Dengan demikian
berarti akan menghambat tugas perwakilan tersebut,
akibatnya lahir teori mandat baru yang disebut mandat
bebas.

Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa sang wakil
dapat bertindak tanpa tergantung pada perintah
(intruksi) dari yang diwakilinya. Menurut teori ini sang
wakil adalah merupakan orang-orang yang terpercaya
dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari
masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil
dimungkinkan dapat bertindak atas nhama mereka yang
diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di
Perancis dan Block Stone di Inggris. Dalam
perkembangan selanjutnya teori ini berkembang
menjadi teori Mandat Representatif.

Mandat Representatif, teori ini mengatakan bahwa sang
wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan,
dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat
pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai
individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi

untuk minta pertanggungjawabannya. Yang
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bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakilan
kepada rakyat pemilihnya.'®
Terlepas dari tindakan kepastian, utusan atau wali, politik kesatuan dan
penggolongan, tetapi yang paling utama adalah adanya kesadaran
tanggungjawab dan komitmen dari setiap wakil untuk selalu memperjuangkan
dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, tanggungjawab tersebut
mengandung tiga macam kewajiban yaitu:
1. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan pengawasan
politik dan kebijaksaan nasional.
2. Kewajiban untuk menjelaskan kepada para warga negara mengenai
kegiatan-kegiatan sendiri dan kegiatan badan perwakilan rakyat.
3. Kewajiban untuk memberikan bantuan dan nasihat kepada para warga
negaranya.'®
H. Metodologi Penelitian
Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar menjelaskan metode
penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang
mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodelogi ialah suatu
pengkajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian,
ditinjau dari sudut filsafat penelitian merupkan epistemology penelitian
yaitu yang menyakut bagaimana kita mengadakan penelitian.?® Metode

penelitian yang digunakan adalah menetode penelitian Kualitatif deskriptif

'8 Noer, Deliar, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Cet IV, Mizan, Bandung, 1999

9 M. Djadijono Efriza, Wakil Rakyat Tidak Merakyat ( Bandung : CV Alfabeta, 2011), h.
1

2 prof. Dr Husaini Usman, et al. (2009). Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Pt Bumi
Aksara JI. Sawo Raya No. 18 Cet, Ke-2, h.41
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yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan paparan atas objek

penelitian yang akan diteliti.

. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan
gambaran penjabaran suatu objek yang diteliti berdasarkan karateristik
yang dimiliki yang nantinya langsung turun dilapangan untuk penelitian
ini.

Data dan Sumber Data
a. Data

Untuk memperoleh data yang sangat relevan, dan terstruktur dan
tepat, maka awal langkah penelitian ini menggunakan wawancara dengan
informan yang dipilih, selanjutnya penulis menyiapkan melakukan
wawancara dengan narasumber agar menghindari kesimpangsiuran baik
kelakuan wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah yang diperoleh oleh peneliti dari objek yang
diteliti yang bisa memberikan minformasi mengenai data yang
berdasarkan sumbernya, dan data dibedakan menajdi dua yaitu data primer
dan data skunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari objek yang di

teliti untuk bermaksud khusus menyelesaikan permasalahan yang
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sedang dihadapi. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari
sumber pertama atau tempat objek peneliti dilakukan.

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari objek yang
diteliti untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang
dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal
serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang
dilakukan.

. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data
yang dilakukan oleh peneliti diantaranya;

a) Observasi (Obsevation)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang
sistematis tehadap gejala yang sedang diteliti, observasi sendiri
menjadi salah satu teknik pengumpulan sata apabila sudah sesuai
dengan tujuan penelitian, dan direncanakan dan dicatat secara
sistematis serta bisa terkontrol keandalan (Reliabilitas) dan
kesahihanya (Validitasnya).

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah tanya jawab lisan anatar dua orang tau
lebih secara langsung, pewawancara sendiri disebut sebagai
Interviewer sedangkan orang yang diwawancarai adalah

interviewe. Wawancara yang mendalam serta umum adalah proses
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memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan
menggunakan pedoman wawancara.

Adapun target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini
adalah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan,
SKB Perencaanaan & Keungan, KSB. Hukum & Perundang-
undangan dan beberapa staf seketariat dan toko masyarakat
Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Tanjung Batu.

c) Dokumentasi (Documentation)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi
ini adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang pada saat peneliti melakukan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknis analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk
informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data
dikelompokan agar lebih muda dalam menyaring mana data yang
dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dan setelah dikelompokkan
data tersebut penulis mejabarkan dengan teks agar lebih mudah
dimengerti.

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimasud adalah
sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

21



Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal
yang lebih fokus dan lebih penting, dicari tema dan polanya
setelah itu data penelitian yang diperoleh terkumpulkan, proses
data ini terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara
data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi seperti diatas maka langkah
selanjutnya adalah harus mendisiplinkan data, dalam penelitian
kualitatif, penyajian data biasa dilakuakn dalam betuk uraian
singkat, bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan
menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. Data Conclusion (Verification)

Langkah terakhir dalam analisi data kualitatif ini
adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang akan
dikemukan bukti-bukti yang kuat dan sangat mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukahkan pada tahap awalnya
didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten
maka penelitian dan kesimpulan penelitian ini merupakan
kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan mengetahui hal apa saja yang

dibahas dalam penelitian ini, maka dala haal ini penulis memberikan deskripsi
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pada tulisan yang disusun berdasarkan urutan bab yang secara umum dibagi
sebagai berikut:

> Bab I ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
keguanaan penelitian, tinjaun pustaka, kerangka teori,
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dan daftar
pustaka. Dalam penulisan skripsi ini bab ini merupakan
pengantar pada bab pembahasan.

» Bab Il ini merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitin
dan bagian ini lebih menjelaskan secara rinci mengeni lokasi
dari obejk yang diteliti yaitu gambaran umum tentang
Kabupaten Ogan llir, Pemerintah dan Deaerah Pemilihan V,
baik secara geografis, demografi, kondisi sosial dan struktur
pemerintahan serta tentang DPRD Kabupaten Ogan llir, tugas
pokok DPRD Kabupaten Ogan llir.

» Bab Il ini berisi tentang analisis fungsi DPRD Kabupaten
Ogan Ilir Sumatera Selatan tahun 2009-2014 (studi kasus
pembangunan daerah pemilihan VV Kabupaten Ogan llir)

» Bab IV ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan
dan seluruh uraian-uraian dari hasil penelitian yang telah
diteliti dan dikemukahkan sekaligus menjawab terhadap

permasalahan yang terkandung dalam skripsi.
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BAB I1
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Secara administrative Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 Kecamatan
dan 227 Desa serta 15 Kelurahan dengan luas wilayah 2.666,07 km?.
Kecamtan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang dan diikuti oleh
Kecamtan Indralaya Utara, Kecamatan Muara Kuang sedangkan Kecamatan
yang terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang yang hanya luas 40,85 km?.
Dalam Kabupaten ini ada jumlah desa yang tebanyak dengan 25 desa yaitu
Kecamatan Pemulutan, Kecamatn Tanjung Batu dengan 19 desa dan
Kecamtan Indralaya Utara dengan 15 desa den 1 kelurahan. Adapun batas
administrasi Kabupaten Ogan lIlir sebagai berikut:

- Sebelah utara, dengan Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati,
Kecamatan Seberang Ulu | kota Palembang serta Kecamatan Rambutan
dan Kabupaten Banyuasin.

- Sebelah timur, dengan Kecamtan Jejawai, Kecamatan Sirag Pulau
Padang, Kayu Agung, Pedamaran dan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan
Komering llir serta Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

- Sebelah selatan, dengan Kecamatan Peninajuan Kabupaten Ogan

Komering Ulu.
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- Sebelah barat, dengan Kecamatan Lubai, Gelumbang dan
Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan

Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.?

2. Letak dan Kondisi Geografis
Secara kondisi geografis Kabupaten Ogan Ilir terletak diantara 2° 55°-
3°15 Lintang Selatan dan diantara 104° 20 - 104° 48" Bujur Timur.
a. Topografi

Kabupaten Ogan Ilir ini adalah salah satu wilayahnya yang
didominasi dengan rawa mengingat hapir 65% dari luas Kabputen yang
terdiri atas rawa lebak dan rawa pasang surut, dimana wilaya Kabupaten
Ogan Ilir memiliki topografi yang relative mendatar dengan kemiringan
lereng berkisar 0-5% dengan ketinggian berkisar antara 0-50 M diatas
permukaan laut.

Wilayah bagian Utara Kabupaten ini merupakan hamparan dataran
renda yang berawa yang sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan
Barat, Pemulutan Selatan, samapi ke Indralaya Selatan sedangkan
Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan

Muara Kuang dengan ketinggian sampai 14 M dari permukaan air laut.

*'Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan llir,
Gambaran Umum Kabupaten Ogan llir, diakses di https://OganllirKab.go.id pada tanggal 17
September 2019
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3. Gambaran Umum Demografis
Kabupaten Ogan Ilir memiliki penduduk suku yang asli dari Ogan Ilir

dan suku pendatang dari pulau Jawa dan Sunda, adapun suku asli penduduk

Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

Suku Ogan: suku ini meliputi penduduk yang disepanjang sungai Ogan dari
Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang sampai ke Desa
Embacang Kecamatan Lubuk Keliat. Bahasan yang
dipergunaakan suku ini adalah bahasan Ogan

Suku Pegagan: suku ini meliputi penduduk di Kecamtan Tanjung Raja,
Rantau Panjang, Sungai Pinang, Rantau Alai, Kandis,
Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Indralaya
dan sebagian Indralay Barat, selatan. Bahasa yang digunakan
adalah Bahasa Pegagan.

Suku Penesak: suku yang meliputi penduduk di Kecamatan Tanjung Batu,
Payaraman, sebagian Kecamatan Lubuk Keliat dan sebagian
Kecamatan Indralaya Selatan. Bahasa yang dipergunakan
Bahasa Melayu Palembang atau Bahasa Meranjat.

Suku pendatang: terakhir suku pendatang ini yaitu suku Jawa dan suku
Sunda kebanyakan berada di Kecamatan Indralaya Utara,

Muara Kuang (Tanaabang) dan Rantau Alai. Bahasa yang
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dipergunakan yaitu Bahasa Indonesia jika sedang bergaul
dengan penduduk asli.??

Awal terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir adalah wilayah Ogan Ilir
terdiri dari 6 Kecamatan dan terdiri atas 161desa/kelurahan, yaitu sebagai
berikut:

1. Kecamatan Indralaya, terdapat 28 desa,

2. Kematan Tanjung Raja terdapat 26 desa dan 3 kelurahan,

3. Kecamatan Tanjung Batu terdapat 31 desa,

4. Kecamatan Muara Kuang terdapat 27 desa

5. Kecamatan Pemulutan terdapat 28 desa, dan

6. Kecamatan Rantau Alai terdapat 21 desa.?

B. Visi Misi Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
a. VISI
Visi Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005-2025 sebagai tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Ilir
tahun 2005-2025:
Terwujudnya Ogan Ilir yang santri menuju masyarakat sejahtera
1. Santri mempunyai dua pengertian pokok yaitu:
Santri dalam arti harfiah adalah aktifitas kehidupan sehari-hari dalam

masyarakat Ogan Ilir yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam.

2 aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan llir,
Gambaran Umum Kabupaten Ogan llir, diakses di https://OganllirKab.go.id pada tanggal 17
September 2019

*Kabupaten Oganllir, Selayang pandang Kabupaten Ogan Ilir https://depnakertrans.go.id
diakses pada tanggal 08 juli 2019
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Santri sebagai singkatan dari Subur, Aman, Nyaman, Tertib, Religius
dan Indah.

2. Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang dimiliki, dirasakan dan
dinikmati oleh penduduk/masyarakat terhadap kebutuhan hak dasar
hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat sudah tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut
antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air
bersih, pertahanan, sumberdaya alam, dan hak untuk berpartisipasi
dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

b. MISI

Misi Kabupaten Ogan llir tahun 2005-2025 sebagai tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan

Ilir tahun 2005-2025

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang
berakhlak mulia, sehat, berpendidikan dan bertagwa kepada Tuhan yang
Maha Esa.

2. Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat, dengan menjujung tinggi hak-hak azasi manusia (HAM)
dan Demokrasi.

3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang berakhlak mulia, jujur,
adil sejahtera, profosional, dan akomodif terhadap aspirasi masyarakat

serta mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
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4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa
dengan pengelolahan pembangunan dan perekonomian masyarakat
desa.

5. Menjadikan Ogan Ilir sebagai kawasan pertumbuhan baru bidang
perdagangan, perindustrian dan pendidikan di selatan Kota Palembang.

6. Mengembangkan aksebilitas, pemeliharaan sarana dan prasarana
perhubungan.

7. Mengembangkan zona agribisnis, agroindustry, industri kecil dan
menengah, penguatan kelembagaan dan pemasaran produk.

8. Mengelolah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari
dan berkelanjutan.

9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sipil dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasaan pembangunan.

10. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam
pembangunan sehingga terdapat kesetaraan dengan kaum laki-laki
sesuai dengan kaidah pengarus-utamaan gender.

C. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Ogan llir
a. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Kedudukan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih berdasarkan
pada Undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah
yaitu sebagai daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
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urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan.?!

Berdasarkan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) kedudukan
pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diantaranya meliputi;

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir

Tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kabupaten Ogan llir
adalah menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan urusan
otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di
Kabupaten Ogan llir, yang berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2008
tentang urusan pemerintahan daerah ada 25 urusan yang wajib dan
diampu oleh 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit dan 8
urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/unit kerja dilingkungan
pemerintahan.

Kabupaten Ogan Ilir dengan harapan pemerintahannya dapat
lebih baik dan lebih berperan bahkan lebih mampu dalam
mempercepat peningkatan kesejateran masyarakat terkhusus didaerah
dengan prinsip-psinsip dan semangat otonomi daerah yang bertangung
jawab. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan urusan daerah yang
telah dijabarkan menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang
bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profosional,

transparan, partisipatif dan akuntabel.

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir,
Gambaran Umum Kabupaten Ogan lIlir, diakses di https://OganllirKab.go.id pada tanggal 17
September 2019
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Adapun tugas serta fungsi dari SKPD pemerintahan Kabupaten
Ogan llir adalah sebagai berikut:
a) Seketariat Daerah

Seketariat daerah yaitu mempunya tugas untuk membantu
Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah,
administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah,

dengan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah,

2) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas seketariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain dan
Kecamatan dan Kelurahan,

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah daerah,

4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan
daerah,

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

b) Seketariat DPRD
Seketariat DPRD merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD dipimpin oleh seorang seketaris Dewan

yang secara teknis operasional berada dibawah dan
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bertangung jawab kepada pemimpin DPRD dan secara
administrasi bertangung jawab kepada Bupati. Seketariat
DPRD ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan
administrasi  kesekretarian, administrasi keuangan dan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.
c) Dinas Daerah
Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok
melaksanakan unrusan otonomi daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsinya sebagai berikut:
1 perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya,
2 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
3 pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ruang
lingkup kerjanya.?®
b. DPRD Kabupaten Ogan llir
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pemerintah daerah atau

sebagai mitra sejajar pemerintahan daerah. Dalam struktur pemerintahan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir,
Gambaran Umum Kabupaten Ogan llir, diakses di https://OganllirKab.go.id pada tanggal 17
September 2019
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daerah DPRD berada dua jejang yaitu tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi

sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaaten/Kota.

1. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota

a. membentuk peraturan daerah kota bersama kepala
daerah,

b. membahas dan memberikan peretujuan rancangan
peraturan daerah mengenai anggaran pedapatan
dan belanja daerah mengenai anggaran pendapatan
daerah kabupaten yang diajukan oleh kepala
daerah,

c. melaksanakan pengawasan terhadp pelaksanaan
peraturan daerah serta anggaran pendapatan dan
belanja daerah kota,

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada
menteri dalam negeri malalui Gubenur untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian,

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi
kekosongan jabaran wakil kepala daerah, (catatan

bagian hukum),
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2. Fungsi DPRD

memberikan pendapat dan mempertimbangkan
kepada pemerintah daerah kota terhadap rencana
perjanjian internasional didaerah,

memberikan  persetujuan  terhadap rencana
kerjasama internasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah kota,

Meminta laporan tentang keterangan
pertangungjawaban  Kepala Daerah  dalam
penyelenggaraan pemerintah Daerah Kota.
Memberikan persetujuan tehadap apa rencana
kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak
lain yang membebani masyarakat daerah,
Mengupayakan agar terlaksananya kewajiban
daerah sesuai dengan keuntungan peraaturan
perundang-undangan, dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diatur dalam detentuan peraturan perundang-

undangan.

(a) Fungsi Legislasi

Diwujudkan dalam membetuk Peraturan Daerah bersama-

sama dengan Kepala Daerah.

(b) Fungsi Anggaran

34



Yang diwujudkan dalam membahas, dan memberikan
persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah

Daerah.

(c) Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan ini diwujudkan dalam bentuk
mengawasi  terhadap pelaksanaan  undang-undang,
peraturan perundangan Yyang telah ditetapkan oelh
pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah,
keputusan kepalah daerah dan kebijakan oleh pemerintah
daerah.
3. Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatanya

1. Hak interpelasi ialah hak DPRD untuk meminta
keterangan kepada kepala daerah mengenai
kebijakan pemerintah daerah yang memiliki dampak
luas terhadap kehidupan masyarakat, daerah dan
negara.

2. Hak angket ialah pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap
ssuau kebijakan tertentu kepala daerah yang
memiliki dampak luas bagi masyarakat, daerah dan
negara yang diduga dapat bertentangan dengan

perundag-undangan negara.
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3.

Hak menyatakan pendapat ialah hak ini DPRD
untuk bisa menyatakan pendapat terhadap kebijakan
kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa
yang terjai didaerah atau mengenau kejadian yang
luar biasa yang terjadi didaerah disertai dengan
rekomenasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut
dalam pelaksanaan interpelasi dan hak angket.

Pendapatan diatur dalam peraturan tata tertibo DPRD
yang berpedoman pada peraturan perundang-

undangan.

4. Hak-hak yang dimiliki anggota DPRD

1.

2.

Hak mengajukan rancangan peraturan daerah,

Hak mengajukan pertanyaan

Hak memilih dan dipilih,

Hak membela diri,

Hak imunitas atau hak kekebalan hukum yaitu
anggota DPRD tidak bisa dituntut dimuka
pengadilan karena peryataan dan pendapat yang
disampaikan dalam rapat-rapat DPRD lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk

memperoleh  penghormatan berkenaan dengan
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jabatan dalam acara-acara kenegaraan atau acara
resmi dalam mereka melaksanakan tugasnya.

7. Hak keuangan dan administrasi.

5. Kewajiban Anggota DPRD dalam mengembangkan tugas dan

wewenangnya.

a.

b.

memagang utuh tegug dan bisa mengamalkan pancasila,
melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945dan mentaati setiap peraturan
perundang-undangan,

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan

keutuhan NKRI,

. Mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan

pribadi, kelompok maupun golongan.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat,
Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah,

. Mentaati tata tertib dank ode etik yang ada

. Menjaga setiap etika dan Norma dalam hubungan kerja

sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.
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i. Menyerap semua aspirasi konstituen melalui kunjungan

Kinerja secara berkala,

j. Menampung dan  menindaklanjuti  aspirasi  dari

masyarakat dan pengaduan masyarakat,

k. Memberikan pertanggungjawaban secara normal dan

secara politis kepada kostituen didaerah pemilihannya.

4. Keanggotan DPRD Kabupaten Ogan Ilir

Keanggotan DPRD Kabupaten Ogan ilir dibagi menjadi 4 komisi

diantaranya:

2.

KOMISI 1 (Bidang  Administarsi dan
Pemerintahan),

KOMISI 2 (Bidang Perekonomian, Keuangan dan
Pertanian),

KOMISI 3 (Bidang Pembangunan)

KOMISI 4 (Bidang Sosial, Pendidikan,

Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan).

Seperti yang tertera diatas keanggotan DPRD telah terbagi menjadi 4

sebagai;

- Inspektorat Kabupaten

sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan selanjutnya yaitu membagi komisi
dengan meliputi mitra kerja masing-masing yaitu sebagai berikut:

KOMISI 1: (Bidang Admistrasi dan Pemerintahan) dengan mitra kerja meliputi

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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- Badan Kepegawaian dan Diklay Daerah
- Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan
- Bagian Administrasi Pemerintah Umum Setda
KOMISI 2: (Bidang Perekonomian dan Keuangan) dengan mitra kerja meliputi

sebagai:

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasidan UKM
- Badan Pendapatan Daerah

- Badan Pengelolahan Keungan Dana Daerah (BPKAD)

- Dinas Perikanan dan Kelautan

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu saru pintu
- Bagian Keuangan Setda

- Bagian Administrasi Perekonomian Setda

- Badan Usaha Pemilik Daerah

Perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank.
KOMISI 3: (Bidang Pembangunan) dengan mitra kerja meliputi sebagai:
- BAPPEDA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
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- Dinas Perumahan dan Kawasan Permungkiman

- Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Dinas Perhubungan

- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan

- Bagian Administrasi Pembangunan Setda

- Bagian Pengadaan Barang atau Jasa Setda

- PLN unit Indralaya.

KOMISI 4: (Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan)
deang mitra kerja meliputi sebagai:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Dinas Kesehatan

- Dinas Sosial

- Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

- Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda

- Badan Penanggulan Bencana Daerah

- Rumah Sakit Umum Daerah

- UPT Kesehatan

- UPTKB

- Badan Narkotika Nasional Kabupaten

- Kantor Kementrian Agama
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- PT. Telkom
- PT. Pos Indonesia
- Baznas

- BPJS

c. Fungsi DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Sesuai dengan yang telah ditentukan olehh Undang-Undang no. 27
tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar
dengan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugansya sebagai wakil
rakyat mereka dibekali dengan tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.”®

Fungsi legislasi yaitu proses untuk mengakomodasi berbagai
kepentingan dari para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk
menetapkan bagaimana pembangunan yang dialakukan didaerah yang
akan dilaksanakan. Fungsi ini mempunyai arti nbahwa sangat penting
untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan agar mampu
tercipta keadilan sosial bagi masyarakat.?’

Fungsi anggaran DPRD adalah penyusunan dan penetapan APBD
bersama pemerintah daerah, fungsi ini sangat penting dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya asing. Menurut Lincolin
yaitu prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah anatar

lain: transparansi, masyarakat mempunyai hak dan akses sendiri yang

Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
?"Miriam Budiardjo, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Pt. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta
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sama untuk mengetahui proses anggaran karena ini menyangkut aspirasi
dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat, akuntabilitas, prinsip dan pertanggung jawaban publik yang
berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan sampai
kepelaksanaan harus bisa dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat Value Of Money, dimana dimaksudkan adalah sesunggunya
penerapan tiga aspek ini yaitu aspek ekonomi, aspek efesiensi dan aspek
efektifitas.

Ekonomi, ini berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber
daya dalam jumlah dan kualitas yang sngat tertentu ada harga yang paling
murah. Efesiensi, penggunaan dana masyarakat (Publicmoney) yang harus
bisa menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna).?® Dan terakhir
efektif dalam penggunaan anggaran harus bisa mencapai target-target
dengan tujuan kepentingan publik.

Fungsi pengawasan DPRD adalah mengawasi politik dan
kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama
lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintahan serta pembangunan didaerah. Dengan kata lain
pengawasan ini berperan memberikan umpan baalik kepada pemerintah
daerah untuk kedepannya bisa memperbaiki.

Artinya dari ulasan yang diatas bahwa bisa ditarik suatu kesimpulan

bahwa pada dasarnya fungsi DPRD telah ditetapkan oleh pemerintah yang

*®Lincolin Arsyad (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,
Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadja Mada h. 105
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harus sejalan dengan kondisi yang ada sekarang, diaman dalam fungsi tersebut
yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Pembangunan yang sedang dilakukan didaerah adalah salah satu program
pemerintah, dimana dalam pembangunan tersebut ada salah satu peluang
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan bisa diteruskan
secara berkelanjutan.
d. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Sumatera Selatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera
Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan
tugasnya, Oleh sebab itu, disusunlah struktur DPRD Kabupaten Ogan Ilir
Sumatera Selatan periode 2009-2014. Adapun struktur Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah ialah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN OGAN ILIR

SEKRETARIAT DPRD

MUKHSINA, SE

/ ]

KABAG. UMUM & KABAG.LEGISL KABAG.
KEUANGAN ASl HUMAS &
PROTOKOL
MUTTABAH, SP., MM YUBHAR, S.IP SAUDI
ARYANTO,
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KSB.UMUM & KSB. KSB.PROTOK
KEPEGAWAIAN | | PERSIDANGAN oL
EKA NOPRI HJ. LENY FATI
YANTI, S.Kep., CAHYA LOKA, YANI, S.Pd.,
M.Kes S.IP M.Si
PLtKSB.PERLE || KSB.RISALAH KSB.HUMAS
NGKAPAN & & INFORMASI
RUMAH
TANGGA
ABDURRAHMAN || pasMI AMELIA HARRY
ALBARI. SE SARL S FERDIAN, SH
KSB. KSB.HUKUM & KSB.PELAYA
PERENCANAAN PERUNDANG- NAN &
& KEUANGAN UNDANGAN ASPIRASI
EE— MASYARAKA
I
ENGGA ROSIDI. M.Hum FIF’;/I'\:iﬁADA
SAPUTRA, SE SH. M.Si

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang ada didaerah yang

salah satu tempat masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka, baik lewat
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lembaga ini dan akan keluar kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar bagi
eksekutif dalam menjalankan pemereintahanya, yang dapat mewujudkan dalam
bentuk peraturan daerah, mereka adalah wakil rakyat yang dipilih melalui
pemilihan umum yang akan mewakili rakyatnya untuk tindakan yang memiliki
tujuan dan bermafaat bagi masyarakat yang banyak.

Adapun keputusan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tentang
Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Komisi-
komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Fraksi-fraksi seperti yang
dibawah ini:

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Rahmadi Djakfar, S.Sos., MTP Ketua

- Safari Wakil Ketua
- Mukhsinah, SE Sekretaris

- Muhammad Igbal Anggota

- H. Kosasi, SKM.,MM Anggota

- Amir Hamzah, SH Anggota

- Afrizal, SH Anggota

- Rizal Mustopa, SIP.,M.Si Anggota

- Ahmad Yadi, SH Anggota

- Asrudin Ruslan, ST Anggota

- Dedi Damhudi Anggota
BADAN ANGGARAN

- Suharto Hasyim Ketua

- Wahyudi, ST Wakil Ketua
- Ahmad Syafe’l Wakil Ketua
- Mukhsinah, SE Sekretaris
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- Muhammad Igbal

- Basri M Zahri, S.Pd., Msi

- Muhammad Ali Hs

- Pathul Jaya

- Andika Ismail

- Afrizal, SH

- Rizal Mustopa. SIP., M.Si

- Abdul Rozak Rusdy, ST

- Firmasyah

- Amin Heryadi, SIP

- Ahmad Yadi, SH

- Mulyadi Abdullah

- Hj. Pebti Wulansari, SKM.,M.Kes
- Rahmadi Djakfar, S.Sos.,MTP
- Sonedi Ariansyah

- Haryata, SE

- Dedi Damhudi

KOMISI 1
(Bidang Administrasi dan Pemerintahan)
- Kusharyadi Alun

Muhammad Igbal

Mulyadi Abdullah

Arif Fahlevi

Fina Meilani Sari Dewi, S.Kep

Mustopa

Irdansyah, SE

Ir. H. Kamovi yandri Rasyid

Firmansyah, SH

KOMISI 2

(Bidang Perekonomian dan Keuangan)
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Anggota
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Anggota
Anggota
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Anggota

Ketua

Wakil Ketua
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Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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- Irwan Noviantra, SH

- Rizal Mustopa, S.IP. M.Si
- Huzaimi

- Suharto, SH

- Pathul Jaya

- Herman Masruddin, S.IP
- H. Sopian MH. Alli, S.IP
- Dedi Damhudi

- H. Addinul Ikhsan, SE.Ak.MBA.CPAI

KOMISI 3
(Bidang Pembangunan)

- Afrizal, SH

- Azmi A. Hadi

- Sonedi Ariansyah

- H. Marzuki A. Karim, SH
- Drs. H. Ahmad Yani, MM
- Tedi Durham

- Yusron Rifa’l, SE

- Arhandi Tabroni, SE

- Armin Heryadi, S.IP

- Rahmadi Djakfar, S.Sos., M.TP

KOMISI 4

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

(Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan)

- Ahmad Yadi, SH
- Achmad Rusdi Kadir

- Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si

- Muhammad Ali, HS

- Suharmawinata
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- Amir H

- Rozuli Muhammad
- Sevvy Yossa, SE., MM
- Porsaid Abdullah, S.Sos

BADAN MUSYAWARAH

Suharto Hasyim
Wahyudi, ST

Ahmad Syafe’l
Mukhsinah, SE
Sukarni, S.Sos

Dwi Rosalina

Wiro Peratama

Amril Aulia, SH
Safari

Zainab, S.Pd

Fina Meillani Sari Dewi, S.Kep
Arif Fahevi

Marzuki A. Karim, SH
H. Sopian H.M Ali, S.IP
Zahrudin, SE

Rozuli
ArsudinRuslan, ST

H. HusnulAnam, S.HI
Arham Fadoli

Taufik Artama, SE
Desmaniar

Rosita Dewi

BADAN KEHORMATAN

Basri M Zahri, S,Pd.,M.Si
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Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
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Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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- Rozuli Wakil Ketua

- Pathul Jaya Sekretaris
- Marzuki A Karim, SH Anggota
- H. Sopian H.M Alli, S.IP Anggota

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

- Muhammad Igbal

- Basri M ZahriS.Pd M.Si

- Ir. H. Endang PU Ishak, M.Si

- Suharto, SH

- Muhammad Ali HS

- Irwan Noviatra, SH

- M Yunan Helmi Ghozali, S.IP, M.Si
H. Marzuki A Karim.

FRAKSI BINTANG KEBANGKITAN INDONESIA RAYA

- Firmasyah

- Huzaimi

- Dedi Dahmudi

- Kusharyadi Alun

- Sewvvy Yossa, SE, MM

- Rahmadi Djakfar, S.Sos, M.TP

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- Arhandi Tabroni, SE

- Azmi A Hadi

- Rozuli Muhammad

- Herman Masrudin, S.IP
- Mulyadi Abdullah

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
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- Armin Heryadi, S.IP

- H. Sopian HM Ali, S.IP
- Yusron Rifai, SE

- Ahmad Yadi, SH

- Porsaid Abdullah, S.Sos

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- M. Kanovi yandri Rasyid

Sonedi Ariansyah, S.Sos, SH, MS

- H. Addinul Ikhsan SE Ak MBA CPAI
Acmad Rusdi Kadir

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- Amir Hamza, SH

- Pathul Jaya

- Mustopa A Johar, SH
- Wahyudi, ST

- Irdansyah, SE

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

- Afrizal, SH

- Rizal Mustopa, S.IP, M.Si

- Ahmad Syafei, S.Sos, M.Si

- Suharmawinata

- Arif Fahlevi

- Fina Meilani Dewi Sari, S.Kep
- Tedi Durham
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BAB Il
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun
2009-2014.

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah
dilakukan mengenai analisis Fungsi pengawasan pembangunan daerah
pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun
2009-2014.

DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, sejalan dengan
semangat untuk melaksanakan demokratisasi dalam aspek pemerintahan.
Kondisi ini sangat kontradiktif dengan pengalaman sebelumnya, dimana
DPRD diletakkan setingkat lebih rendah dari Kepala Daerah. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang sangat
besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas
dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan
APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sampai
dengan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Tentu saja
hal ini berimplikasi sangat luas, terlebih karena pengalaman kita didalam

berdemokrasi sangat terbatas, bahkan tidak jarang DPRD seringkali
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dihujat karena keterlibatannya dalam tindakan-tindakan yang tidak
sepantasnya sesuai dengan etika politik dan pemerintahan.?

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, para anggota DPRD
dipilih dari 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan. Sedangkan DPD
dipilih secara langsung oleh rakyat di 33 Provinsi di Indonesia, dimana
setiap Provinsi masing-masing satu dapil dipilih sebanyak 4 orang.*
DPRD berperan sebagai lembaga perwkilan rakyat sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi) dilaksanakan
dengan c ara menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama
Bupati dan membahasnya bersama Bupati serta apakah menyetujui atau
tidak menyetujui tentang Rancangan Peraturan Daerah serta dapat
mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah.

Fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwujudkan
didalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati,
badan anggaran dapat melakukan konsultasi dengan komisi untuk
memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dibuat

dalam rancangan priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

% Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (ldentifikasi
Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan). Jakarta : CV. Rajawali. 1991,
h. 57

%0 M. Djadijono Efriza, Wakil Rakyat Tidak Merakyat ( Bandung : CV Alfabeta,
2011),h.1
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Fungsi Pengawasan diwujudakan dalam bentuk pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Bupati dan pelaksanaan tindaklanjuti hasil
pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, sebagaimana pengawasan yang dimaksud dilaksankan melalui
rapat kerja komisi dengan pemerintah Kabupaten, kunjungan serta
pengaduan masyarakat atau informasi lainnya.

Dengan adanya pengawasan pembangunan daerah ini supaya bisa
menjalankan rencana pembangunan daerah yang sedang dilakukan agar
berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan, agar
nantinya pada tahap pengawasan ini akan lebih efektif dalam melakukan
pemabngunan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh DPRD terhadap lembaga
Eksekutif bisa diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan,
pemantau dan pemeriksaan serta evaluasi yang dilaksanakan oleh
kebijakan publik agar bisa menjamin semua program yang dilakukan bisa
sesuai dengan yang ditetapkan dan diharapkan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengawasan
pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir khususnya Kecamatan
Tanjung Batu telah berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh
masyarakat. Hal ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan
dan beberapa staf seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan

Ilir Sumatera Selatan.
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Upaya meningkatkan pelaksanaan fungsi DPRD, dari hasil
wawancara peneliti dengan pimpinan dan beberapa staf seketariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan,
Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan
serta perwakilan masing-masing fraksi mengenai upaya pengawasan
pembangunan daerah pemilihan V Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten
Ogan llir adalah; meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),

meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memaksimalkan pembangunan.

PN
Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Rosidi, M.Hum sebagai

KSB. Hukum & Perundang-undangan

Dari hasil wawacara peneliti bersama Bapak Rosidi, M.Hum,
peneliti menanyakan persoalan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan llir, Bapak Rosidi menjelaskan bahwa DPRD

Kabupaten Ogan llir.

“Pada Daerah Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir pada
Periode 2009-2014, DPRD tersebut terdiri dari 7 fraksi yaitu; Fraksi Partai
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Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar),
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai
Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem),
Fraksi Bintang Kebangkitan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Demokrat.
Dan bapak Rosidi tersebut berpendapat bahwasanya Pelaksanaan Fungsi
DPRD di Daerah Pemilihan IV Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan
llir tahun 2009-2014 dalam bidang pembangunan baik pembangunan
jalan, penyaluran air ataupun perbikan rumah sekolah, telah berjalan

secara efektif dan sesuai prosedur dan program yang dilakukan”.*

Berdasarkan wawancara yang diatas pembangunan didaerah
Kecamatan Tanjung Batu telah berjalan dengan secara efektif.dimana
fungsi DPRD dan kerjasama antar fraksi-fraksi yang telah mengaspirasi
dan menirima keingin masyarakat untuk sejahterah dalam pembangunan
telah berhasil mereka lakukan di daerah-daerah, baik pembangunan jalan,
perbaikan rumah sekolah maupun pembangunan penyaluran air.

Adapun fungsi DPRD diataranya:

(@ Fungsi legislasi
Yaitu menjalankan fungsinya dalam membuat
peraturan daerah bersama kepala daerah,

(b) Fungsi anggaran
Yaitu menjalankan serta membahas dan memberikan
persetujuan dan menetapkan APBD bersama
pemerintah daerah

(c) Fungsi pengawasan
Yaitu  menjalankan  pengawasannya  terhadap

pelaksanaan Undang-Undang yang telah ditetapkan

*'Rosidi, M.Hum, sebagai KSB. Hukum & Perundang-undangan Kabupaten Ogan llir,
wawancara tanggal 4 November 2019
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oleh pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Artinya mereka

menjalankan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat.

Gambar 2: Wawancara bersama Bapak Yusron Rifai, SE Anggota DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan pada Tahun 2009-2014

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Yusron Rifai, SE beliau
merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
tahun 2009-2014.

“Menurut saya keberhasilan sebuah kebijakan dalam pembangunan daerah
sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator baik aspek internal maupun eksternal,
dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri serta pemerintah
daerah. Jadi bisa dikatakan bahwa pembangunan insfrastruktur ini lahir untuk
meminimalisir masalah-masalah yang ada pada daerah, mulai dari hambatan akses
perjalanan untuk kedesa lain sampai bangunan sekolah yang masih kurang
mewadai. Namun apa yang kami hasilkan sekarang ini memang belum maksimal
tetapi kami tetap optimis untuk melakukan pembangunan yang lebih baik lagi
untuk kedepannya.”*

“Pertama, Kalau dikatakan berhasil menurut saya sudah hampir berhasil,
karena dari tujuan yang diharapkan dari pembangunan sudah hampir maksimal
walau pun masih banyak masyarakat yang belum merasakan pembangunan jalan

**Yusron Rifai, SE, Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan pada Tahun
2009-2014 wawancara tanggal 10 Oktober 2019
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tersebut. Mengenai pembangunan insfraktruktur yang ada di daerah Kecamatan
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Pembangunan
yang dilakukan baik pembangunan jalan, pembangunan saluran air (Got),
pembangunan atau perbaikan rumah sekolah, rancangan terhadap pembangunan
daerah telah dilaksanakan serta melalui persetujuan terhadap rancangan tersebut,
selanjutnya dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kerja secara
berkala.

“Kedua, untuk mendukung tugas-tugas pembangunan yang dilakukan,
banyak pihak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan
pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama
ini dirasakan masih kurang memuaskan dan pembangunan insfrasktur jalan,
Nantinya, aspirasi itu bakal dipergunakan untuk menyelesaikan kesulitan
didaerah, sehingga Anggota DPRD dapat mengusulkan program-program tersebut
demi kepentingan masyarakat banyak.”

“Ketiga, dibuat karena ada aspirasi khusus dari masyarakat yang membuat
Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki banyak desa harus membentuk
kemandirian sendiri di desa-desa yang ada. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan mempertimbang semua
aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan daerah, aspirasi-aspirasi itu semua
diserahkan kepada pemerintahan daerah masing-masing, Ini adalah menjadi
kewajiban bagi anggota di dalam program-programnya, baik yang memilik
perwakilan dari desa tersebut atau tidak memiliki perwakilan anggota dari desa
tersebut, karena semua diserahkan pada pemerintah daerah.”

Berdasarkan wawancara di atas, dengan adanya pembangunan di daerah
akan lebih mendukung perekonomian daerah, karena pemerintahan Desa dan
Kabupaten dalam hal ini menjalin koordinasi baik dengan menerima dan
mendukung aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Kabupaten
menjangkau keberadaan desa-desa yang berada didaerah yang pembangunanya
masih terbilang sangat rendah, dan kesejahteraan rakyat masih belum terealisasi,
ada beberapa proses yang dilalui dalam perencanan pembangunan insfrastruktur
pada Daerah Pemilihan V Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan llir
diantaranya; awalnya aspirasi rancangan pembangunan insfrastruktur itu

merupakan tugas dari pemerintah, dimana nanti aspirasi dari masyarakat akan
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dibahas bersama-sama dengan DPRD untuk melakukan tindaklanjuti dari aspirasi
tersebut.

Setelah aspirasi tersebut diterima oleh semua pihak, baik Bupati, Pimpinan
dan Fraksi-fraksi lain, selanjutnya pihak-pihak yang bersangkutan akan
melakukan rapat yang nanti diawali dengan penjelasan atas aspirasi pembangunan
insfrakstruktur dari masyarakat tersebut, setelah rapat nantinya Fraksi-fraksi akan
memberikan pertanyaan tentang pembangunan dan nantinya akan dijawab dan
dibahas oleh panitia khusus secara lebih detail, keputusan yang dilaksanakan akan
dibahas oleh kedua belah pihak yakni pihak legislatif dan pihak eksekutif.
Kemudian mengadakan rapat paripurna lebih lanjut untuk disetujui atau tidak
disetujui dan nantinya akan diajukan kepada Bupati dan Gubernur Kabupaten
Ogan Ilir Sumatera Selatan untuk diklarifikasi. Gubernur memiliki waktu 15 hari
untuk mengevaluasi pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi.

Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan dalam pengawasan pembangunan daerah adalah:

1. Fungsi Legislasi

DPRD vyang memiliki fungsi diantaranya adalah fungsi
peraturan daerah (Legislasi) dimana meliputi pembuatan rancangan
peraturan daerah yang mengidentifikasikan masalah-masalah yang pada

umumnya terjadi di berbagai daearah seperti halnya tentang
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Pembangunan Daerah dan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). ®

Istilah pembangunan sangat sering sekali digunakan dalam
bidang, dimana pembangunan sering kali dikaitkan dengan bidang
ekonomi, bidang politik, mental, tata negara dan bidang-bidang lainnya.
Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan terencana yang
dilakukan demi mendapatkan perubahan kea rah yang lebih baik
ataupun perubahan hal lama ke hal yang baru.

Pembangunan daerah adalah segala pembangunan yang
dilakukan didaerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, nyang
dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong
royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah
ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan
dalam pelaksanaannya di Indonesia banyak yang mengalami hambatan
apalagi bila sistem pembangunan ekonomi ini masih bersifat sentralistik
atau mengatur kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat untuk mengurusi urusannya sendiri berdasarkan prakarsa dan
aspirasi dari rakyatnya. Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam
pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai
tahun 2010 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah
untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga

pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

*Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1
tahun 2018, tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekayu, h. 8
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Upaya dalam pembangunan daerah pada hal ini sangatlah
bergantung pada saat pengambilan keputusan daerah yang berkaitan
dengan mpengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan
kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian
otonomi daerah terkhususnya pada daerah pemilihan 1V Kecamatan
Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir pengelolahan peraturan daerah,
anggran serta pengawasan sepenuhnya berada ditangan pemerintah
daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolahan yang baik
dalam rangka peraturan daerah.

Fungsi pembentukan peraturan daerah dimana dilaksanakan
dengan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama
Bupati dan membahasnya bersama Bupati serta disetujui atau tidak
tentang rancangan peraturan daerah serta mengajukan usulan rancangan
tersebut. Program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk
jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan
rancangan peraturan daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
DPRD dan Bupati.

Rancangan yang berasal dari DPRD dan Bupati dan disertai
penjelasan atau keterangan dan naskah yang akademik, dan rancangan
peraturan daerah tersebut akan diajukan berdasarkan pembentukan
daerah atau diluar dari pembentukan peraturan daerah sesuai dengan

ketentuan undang-undang.
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Penyusunan program dan pembentukan peraturan daerah
bersama Bupati dan membahas bersama setelah disetujui serta
mengajukan usul rancangan tersebut. Pembentukan peraturan daerah
bisa ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun yang sudah sesuai
dengan skala peraturan daerah, rancangan penetapan program ini
dilakukan setiap tahun sebelum menetapkan peraturan daerah tentang
APBD.

Rancangan Peraturan Daerah ini bisa berasal dari DPRD dan bisa
diajukan oleh anggota dewan, komisi, atau badan pembentukan
peraturan daerah yang bisa diajukan oleh badan peraturan daerah itu
sendiri bisa disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Daerah dengan penjelasan atau keterangan yang secara
akademik, serta mencantumkan nama dan tanda tangan yang
mengusulkan atas peraturan itu.

Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan oleh Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melakukan pengajian ulang
dalam rangka pemantapan atau pembulatan terhadap rancanga
peraturaan daerah tersebut. Dan selanjutnya dikaji lagi lebih dalam
untuk lebih memahami lagi, apakah sudah sesuai dengan harapan atau
tidak dan setelah dikaji akan disampaikan oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang paling lambat tujuh hari sebelum rapat paripurna

61



berlangsung.

Hasil dari kajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini
disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
rapat Paripurna nanti, dalam rapat paripurna tersebut nanti yang
mengusulakan rancangan tersebut memberikan penjelasan yang secara
akurat, Fraksi dan Anggota DPRD yang lain memberikan pandangan
mereka serta pengusulan rancangan tersebut memberikan jawaban atas
pandangan yang diberikan oleh Fraksi dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.

Selanjutnya keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan
peraturan daerah yang berupa adanya persetujuaan, pengubahan
bahkan adanya penolakan, dalam hal persetujuan dengan pengubahan
dari DPRD menegaskaan komisi, mgabungan komisi bahkan badan
pembentukan peraturan daerah untuk selalu bisa menyempurnahakan
rancangan peraturan daerah tersebut tersebut.

Selanjutnya DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan tersebut
yang materinya tentang pembangunan daerah pada Kecamatan
Tanjung Batu Kabupaten Ogan llir, yang dibahas dan disampaikan
bersama untuk sebagai bahan persandingkan, dari rancangan
pembangunan daerah tersebut untuk bisa dapat persetujuan bersama.
Dalam pencampaian pembahasan ini saat melakukan rapat paripurna
terdapat tingkat vyaitu tingkat 1 dan tingkat Il. Dimana dalam

penyampaian tingkat I meliputi kegiatan, penjelasan masing-masing
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dari Bupati dan DPRD tentang rancangan peraturan daerah,
selanjutnya ada pandangan umum fraksi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah, tanggapan dan jawaban dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap pandangan umum fraksi.

Selanjutnya penyampaian tingkat Il pengambilan keputusan
dalam rapat paripurna yang di dahului dengan penyampaian laporan
yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan
dari tingkat | oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, dan pimpinan
panitia khusus, terakhir permintaan persetujuan secara lisan pimpinan
rapat kepada anggota dalam rapat paripurna dan pendapat akhir dari
Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan DPRD
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan
penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dilakukan
dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama. Dalam peraturan daerah tentang pembangunan
yang telah direncanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir peraturan daerah No. 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010-
2015 untuk mengawasi dan ditinaju akan penerapannya. Pengawasan
pembangunan daerah V Kecamatan Tanjung Batu haruslah bersifat

adil dalam arti semua sektor lapisan masyarakat harus sama-sama

63



dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Karena pembangunan
yang dilakukan bisa merataan kesemua desa agar kebijakan dan hasil
pembangunan yang di lakukan bisa secara merata didistrubusikan
kepada kelompok sasaran.

2. Fungsi Anggaran (Budget)

Fungsi Anggaran, dimana mengontrol serta menjadikan dasar pula
bagi kegiatan pengendalian, dan pemeriksaan serta pengawasan
keuangan daerah, seperti setiap Anggaran dalam Pembangunan Daerah
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).%*

Pembangunan daerah adalah bagian dari integral dari
pembangunan nasional, sehingga kebijakan dalam pembangunan
nasional sebaiknya diintegrasikan dengan strategi pembangunan daerah
yang mampu bertumpu pada Kkarateristik dan potensi daerah.
Pembangunan merupakan proses perubahan kearah dan kondisi yang
lebih  baik dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakaat melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan sesuai.
untuk  mengukur Kkeberhasilan pembangunan dan  kemajuan
perekonomian di dalam suatu daerah dapat dilihat dengan
ditunjukkannya oleh perubahan output atau pengeluaran.

Fungsi anggaran disini agar bisa diwujudkan dalam bentuk
pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan

daerah tentang anggaran pembangunan dan anggaran pendapatan dan

*Ibid., h. 14
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belanja daerah yang diajukan oleh bupati, fungsi ini dilaksanakan
dengan cara membahasnya, Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) dan
Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pedoman dalam
penyusunan APBD tersebut disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana
Kerja Pemerintah Kabupaten tentang APBD dan perubahan APBD dan
pertangungjawaban terhadap pelaksanaan APBD.

Setelah mempunyai dokumen pendukung pembahasan tentang
Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) pedoman dalam penyusunan APBD yang akan
disampaikan oleh DPRD dan Bupati untuk disepakati oleh Umum
Anggaraan (KUA) bersama anggota anggaran Pemerintah Kabupaten
untuk membahas rancangan prioritas plafon anggaran sementara
(PPAS).

Badan anggaran ini akan melakukan konsultasi dengan komisi
agar memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan tersebut yang dilakukan melalui rapat DPRD, selanjutnya
mendapat persetujuan bersama disertakan tanda tangan oleh Bupati dan
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Badan Anggaran selanjutnya
membahas tentang pertangungjawaban atas pelaksanaan, yang
disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang
akan dipergunakan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.
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Laporan Keuangan ini paling sedikit meliputi diantarnya;
laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan
ekuitas, catatan atau laporan keuangan, dalam hal Kabupaten memiliki
Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan Keuangan
sebagaimana harus dilampirkan dengan ikhtisar Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah.

Sesuai dengan fungsi yang ada, bahwa fungsi dan tugas pokok
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mengawasi peraturan Daerah
dan telah ditetapkan dengan bidang dan tugas masing-masing,
dianatarnya Komisi 1 Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Komisi 2
Bidang Perekonomian Keuangan dan Pertanian, Komisi 3 Bidang
Pembangunan, dan Komisi 4 Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan
Rakyat, Keagamaan yang mempunyai anggota dan tugas masing-
masing.

Dalam melaksanakan pembangunan DPRD Kabupaten Ogan Ilir
anggaran dalam pembangunan adalah ujung tombak dalam melakukan
pembangunan daerah. Maka upaya yang harus dilakukan oleh setiap
anggota komisi agar berjalan dengan baik adalah turun langsung
kelapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat guna
langsung mengawasi pembangunan daerah tersebut agar bisa sesuai

dengan yang sudah direncanakan oleh pemerintah.
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Pada tahun 2015 dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten
Ogan llir dan Bupati Ogan Ilir menetapkan bahwa peraturan daerah
Kabupaten Ogan Ilir tentang perubahan atas Anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2015.
yaitu Pasal 1. anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
2015, semula berjumlah Rp 1.235.370.404.823,00,- bertambah
sejumlah  Rp  164.410.525.230,54,- sehingga menjadi Rp
1.399.780.930.053,54,.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
merupakan fungsi utama untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang
didaerah, dimana dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dapat mengontrol yang dapat disetujui atau tidak dapat disetujui
bahkan bisa menolak untuk menyetujui untuk sebuah perubahan-
perubahan tertentu agar dalam menjag roda pemerintahan agar tetap
dapat berjaln dengan baik. Dalam hal ini seharusnya semua Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
diseluruh daerah agar bisa meningkatkan pelaksanaan mereka sebagai
wakil rakyat secara lebih aktif lagi untuk mengawasi setiap

pemerintahan yang ada di daerah masing-masing.*

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta

*Ipid., h. 17
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peraturan yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintahan
Kabupaten, pelaksanaan tindaklanjut hasi dari pemeriksaan laporan
keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan.dalam melaksanakan fungsi
pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan
Keterangan Pertanggung jawaban Bupati yang bertujuan untuk
meningkatkan efesiensi, efektivitas, produktivitas penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten.

Fungsi pengawasan pembangunan daerah ini sangatlah penting,
karena bertujuan untuk tindak lanjuti agar tidak adanya penyimpangan
pelaksanaan, dengan adanya pengawasan pembangunan yang dilakukan
akan lebih terkendali dan sesuai dengan harapan masyarakat luas,
karena peran masyarakat dalam pemerintahan sangatlah penting dalam

mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun keputusan DPRD Kabupaten Ogan llir Sumatera
Selatan tentang keanggotaan dalam melakukan pengawasan seperti

dibawabh ini:

KOMISI 1 (Bidang Administrasi dan Pemerintahan)

- Kusharyadi Alun

- Muhammad Igbal

- Mulyadi Abdullah

- Arif Fahlevi

- Fina Meilani Sari Dewi, S.Kep
- Mustopa

- Irdansyah, SE

- Ir. H. Kamovi yandri Rasyid

- Firmansyah, SH
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KOMISI 2 (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

- Irwan Noviantra, SH

- Rizal Mustopa, S.IP., M.Si

- Huzaimi

- Suharto, SH

- Pathul Jaya

- Herman Masruddin, S.IP

- H. Sopian MH. Ali, S.IP

- Dedi Damhudi

H. Addinullkhsan, SE.AK.MBA.CPAI

KOMISI 3 (Bidang Pembangunan)

- Afrizal, SH

- Azmi A. Hadi

- Sonedi Ariansyah

- H. Marzuki A. Karim, SH

- Drs. H. Ahmad Yani, MM

- Tedi Durham

- Yusron Rifa’l, SE

- Arhandi Tabroni, SE

- Armin Heryadi, S.IP

- Rahmadi Djakfar, S.Sos., M.TP

KOMISI 4 (Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat
dan Keagamaan)

- Ahmad Yadi, SH

- AchmadRusdiKadir

- Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si
- Muhammad Ali, HS

- Suharmawinata

- AmirH

- Rozuli Muhammad

- SevvyYossa, SE., MM

- Porsaid Abdullah, S.Sos

Pimpinan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum,

Kepala Bagian Hukum, Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan
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Pimpinan Komisi 3 (Bidang Pembangunan) yang menggerakan anggota
dibidangnya untuk dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal

terhadap pembangunan daerah seperti halnya;

Anggota Komisi 3 (Bidang Pembangunan) Kabupaten Ogan Ilir

Sumatera Selatan diantaranya;

Ketua : Afrizal, SH
Wakil ketua : Azmi A. Hadi
Seketaris : Sonedi Ariansyah
Anggota : Yusron Rifa’l, SE

H. Marzuki A. Karim, SH
Drs. H. Ahmad Yani, MM
Tedi Durham

Arhandi Tabroni, SE
Armin Heryadi, S.IP

Rahmadi Djakfar, S.Sos., M.TP

DPRD Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan pengawasan terhadap
pembangunan daerah Kecamatan Tanjung Batu baik pembangunan jalan,
pembangunan penyaluran air dan rumah sekolah telah tahap akhir,
pembangunan tersebut sudah sesuai yang diharapkan dan sudah dirasakan
oleh banyak masyarakat untuk akses keluar masuk desa, pembangunan

penyaluran air di setiap kampung sudah ada, karena penyaluran air disini
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sangat penting karena bisa memicu menimbulkan banjir saat hujan deras

karena sering sekali penyaluran didesa-desa masih teramat minim.

Pembangunan rumah sekolah pun sudah tahap hasil, dimana rumah
sekolah tersebut sekerang sudah beroprasi kembali setelah mengalami
pemindahan murid ke gedung sekolah satunya karena kerusakan parah.
Untuk melaksanakan pengawasan pembangunan daerah dalam hal ini
diantaranya;
1. Komisi 3 (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Ogan Ilir
Sumatera Selatan

2. Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, Bagian
tim Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumtasi
Informasi Hukum Kabupaten Ogan Ilir, dan Sekretaris Hukum.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai (leading sector),

4. Para Camat di Kabupaten Ogan Ilir khususnya Kecamatan
Tanjung Batu

5. Badan Perencanaan Pembangunaan

6. Inspektorat

7. Dinas Pendapatan Daerah

8. Asisten Pemerintahan
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B. Faktor-Faktor Peluang dan Kendala dalam pelaksanakan Fungsi
pengawasan pembangunan daerah DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi

Sumatera Selatan

Kinerja DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang telah
dijelasakan diatas kiranya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-
faktor pendukung diantaranya adalah: Sumber Daya Manusia, Sarana dan

Prasarana, Data dan Informasi dan Pengalaman.

a. Faktor Peluang Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah

Kemajuan dan perkembangan daerah bisa dilihat salah
satunya pembangunan insfrastruktur daerah tersebut baik
pembangunan jalan, perbaikan jalan, perbaikaan rumah sekolah,
pembangunan penyaluran air karena pembangunan daerah tidak

terlepas dari pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan daerah.

1. Sumber Daya Manusia
Dengan adanya pembangunan sumber daya manusia akan
menaik, perekonomian didaerah akan lebih baik dan itu
bisa menguntukan semua pihak, karena dengan adanya
pembangunan itu akan mempermuda semua yang akan
dilakukan, seperti akses jalan yang dulunya untuk keluar
desa memakai waktu hampir 20 menit sekarang bisa
ditempuh dengan 10 menitan karena akses jalan yang

ditempuh sudah baik.
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2. Sosial Budaya
Dalam pembangunan sosial budaya menjadi salah satu
aspek yang penting karena dengan adanya budaya gotong
royong akan mempermudah dalam  melakukan
pembangunan daerah, dan masyarakat biasanya akan
memberikan sumbangsih dalam aspek sosial agar
perekonomian naik.
3. Sarana dan Prasarana
Kehadiran pembangunan sarana prasarana dalam daerah
merupakan kewajiban yang sangat penting karena dengan
adanya kelengkapan bisa muda memberikan kemudahan
bagi semua orang, dan daerah akan mudah lebih maju.
b. Faktor Kendalan Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah
1. Sumber Daya Manusia
Kekurangan sumber daya manusia pada umumnya
bukan disebabkan karena kurangnya jumlah/ kuantitas dan
kualitas diri dalam kesadaran lingkungan disekitar, dalam
desa pembangunan daerah sangatlah penting untuk
perkebangan desa tersebut agar bisa membantu
perekonomian desa.
Artinya kekurang sumber daya manusia dikemukakan
diatas, bisa  menimbulkan  berbagai  konsekuensi,

kemungkinan nantinya akan menimbulkan gegar budaya bagi
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pemerintah dan masyarakat, karena rasa tidak percaya diri
atau suatu ego kedaerahan yang berlebihan. Karena otonomi
luas bagi Kabupaten/Kota takutnya nanti akan seperti pisau
yang bermata dua, atau disatu sisi dapat menjadi suatu
keberkahan bagi daerah dan yang satu sisinya lagi akan
menjadi suatu bencana bagi daerah tersebut, dalam hal ini
kunci yang paling utama adalah kulitas sumber daya manusia
tersebut yang nantinya akan bisa merubah tatangan tersebut
menjadi sebuah peluang yang besar.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi faktor pendukung,
sisi kemampuan DPRD Kabupaten Ogan Ilir kemampuan
sumber daya manusia anggota dewan dalam menyusun
rancangan peraturan daerah harus sangat hati-hati dan bisa
memanfaat peluang yang ada. Karena harus diakui
keterwakilan masyarakat yang tercemin pada anggota dewan
yang terpilih bukan karena faktor SDM semata, melainkan
karena pengaruh yang ditunjang dengan kemampuan dan
modal yang dimiliki. Karena untuk mengimbangi
kemampuan ini sudah seharusnya semua anggota dewan yang
meliputi legislasi, anggaran dang pengawasan supaya bisa
betul-betul dapat mewujudkan pembangunan daerah yang
sesuai dengan harapan bersama.

2. Sarana dan Prasarana
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Dalam pengawasan pembangunan daerah juga
dipengaruhi sarana dan prasarana yang nantinya akan
membantu melaksanakan pembangunan daerah bisa sesuai
dengan yang direncanakan, salah satu sarana yang menunjang
pembangunan adalah ketersediaan dalam melakukan
pembangunan daerah. DPRD Kabupaten Ogan Ilir tidak
boleh hanya mengandalkan informasi yang disampaikan
secara langsung ataupun secara tidak langsung ke gedung
DPRD. Disamping itu anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir
juga masih kurang aktif dalam mencari dan menggali data

dan informasi kepada masyarakat.

Dalam hal ini sarana dan prasarana dalam
pembangunan daerah mengalami tidak signifikan karena
melihat adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi,
sedangkan pembangunan yang dilakukan masih belum

maksimal.

3. Data dan Informasi

Data dan informasi adalah salah satu faktor yang
sangat penting menjalankan Fungsi DPRD dalam
pengawasan pembangunan daerah, karena jika data dan
informasi kurang maka saat melakukan pengawasan

pembangunan akan terhambat. Artinya data dan informasi
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sangatlah berguna untuk DPRD dalam melakukan

pengawasan dan menjalankan fungsinya.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka
kesimpulan dari penelitian adalah analisis fungsi pengawasan pembangunan
daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun
2009-2014, telah berhasil, DPRD telah menyampaikan aspirasi dari rakyat dalam

melaksanakan pengawasan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang
sangat besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas
dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan APBD,
memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. peraturan daerah tentang
pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten
Ogan Ilir peraturan daerah No. 7 tahun 2010 tentang rencana pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010-2015.

Fungsi  pengawasan pembangunan daerah, dalam  mengontrol
pelaksanakan pembangunan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam hal pembangunan
ini adalah ujung tombak dalam mengembang daerah dan bentuk dari
pemerintahan daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Maka upaya yang
harus dilakukan oleh setiap anggota dalam mengawasi setiap pembangunan

daerah agar program berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,
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untuk itu dalam melakukan pengawasan sebaiknya turun langsung kepada
masyarakat guna langsung mengawasi pembangunan daerah yang sedang
dilakukan tersebut agar bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh

pemerintah.

Fungsi pengawasan, dalam menjalankan pembangunan daerah, baik
pembangunan jalan, pembangunan penyaluran air dan pembangunan rumah
sekolah didaerah yang pengawasannya akan dilakukan olen Dewan Perwakilan
Daerah yang diwakilkan melalui Komisi-komisi, DPRD Kabupaten Ogan Ilir
dalam menjalankan program pembangunan tersebut dimana dilihat dari empat
aspek utama diantaranya; perencanaan pembangunan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengawasan terhadap pembangunan tersebut. Kepengawasan
tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing Komisi dan Fraksi diantaranya,
Komisi Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Komisi Bidang Perekonomian
dan Keuangan, Komisi Bidang Pembangunan dan Komisi Bidang Sosial,

Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diatas, tentang analisis fungsi pengawasan
pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan periode tahun 2009-2014, peneliti memberikan saran beberapa hal

sebagai berikut;

1. Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

bisa lebih meningkatan sumber daya manusia baik secara internal
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maupun secara ekstrenal agar nantinya lebih siap dalam
mengahadapi perencanaan pembangunan dan baik secara kualitas
dan kuantitas dalam rencana yang akan dihasilkan serta sumber
daya manusia dalam hal tenaga perencanaan dan keahlian lebih
meningkat secara lebih baik lagi dan sebaiknya dinas-dinas terkait
juga lebih transparan dalam memberikan laporan kegiatan kerja
yang telah di laksanakan dan direncanakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

. Pemerintah lebih bisa meningkatkan dalam hal pengawasan DPRD
Kabupaten Ogan lIlir lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat,
terjun langsung kelapangan, karena masyaraka sedikit banyak lebih
mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan tersebut agar dalam
menjalankan pembangunan daerah tersebut dikelolah dengan baik
dan sesuai dengan perencanaan, dan pemerintah agar lebih tegas
lagi dan memberikan hukuman nyata bila terjadi pelanggaran atau

ketidak sesuaian dalam pembangunan yang dilakukan.
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sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO. TEAM PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
1 | Riza Afrlmw‘ 4 Kcnlq_l’.cnguji a.n. C_:!; s
2 | Ap tushopa -k - 10.Sor Sekretaris Penguji / /WA\_, ‘E
3 [ Dr Aumad Syulori , M1 50 Penguji Utama 7 \J
4 [Hata Az2zunrt, MSI Penguji Kedua 7 '}
S (Taupk 4%50.\', [VIRY) Pembimbing [ e%_' , \1
6 |Vita dwHsia, M.H.Mkn. Pembimbing II / /W {

DITETAPKAN DI  : PALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA, | SEKRETARIS,

2r2a klﬂ/\ﬂﬁ M A
NIP. 19850223 20ll01 2004

BLANKO MUNAQOSYAH
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Perﬁbimbing 1 L TAVRIE  AEHNAR M.Si
Pembimbing IT D VATA JUSTASIA  SH., TAH M ken
No. \ ARALE \ Uraizn Materi yang Dikonsultasikan Tandn.tnngun
. Tanggai Pembimbing
1 [0

A Ronw W (Rl T ) 4

2. |BL 2% kominlborri BB T

/oxioler

3 .|%/2019 Rovies Beb T
%™ | dojut Forclibne

7 =
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Judul Skripsi . BUMVUASI . PEVHESANARI  EUNGSL WAL RACIAT PADA

Pembimbing I
Pembimbing II

Hari/
Tanggal

L [o
o | 2
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o 9/“ QT”Q'
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